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ABSTRACT  
The principle of simple, fast, and low-cost justice constitutes a fundamental foundation in 
the administration of criminal justice aimed at ensuring the effectiveness of judicial 
proceedings and the protection of human rights. This study seeks to analyze the 
implementation of the principle of simple, fast, and low-cost justice in criminal court 
practices in Indonesia, particularly in the context of criminal law reform following the 
enactment of the new Criminal Code (KUHP) and the continued application of the Criminal 
Procedure Code (KUHAP). This research employs a normative juridical method using 
statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although this principle has 
a strong legal basis and is supported by judicial reform policies, its implementation in 
practice still faces various challenges. These challenges include normative inconsistencies 
between the new KUHP and the KUHAP, procedural complexity, the potential for multiple 
interpretations of legal norms, and implementation issues at the level of law enforcement 
authorities. Therefore, optimization efforts are required through regulatory harmonization, 
strengthening judicial oversight, utilizing information technology, and enhancing the 
professionalism of law enforcement officials to ensure the effective realization of simple, fast, 
and low-cost justice in criminal proceedings. This research is expected to be used as 
evaluation material for law enforcement officers in realizing effective and just criminal 
justice. 
Keywords: Principle of Justice; Criminal Justice System; Simple, Fast, and Low-Cost 
Justice; New Criminal Code; Criminal Procedure Code.  
 
ABSTRAK  
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam 
penyelenggaraan peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin efektivitas proses 
peradilan serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik 
peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana melalui 
KUHP baru dan keberlakuan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan telah memiliki landasan yuridis yang kuat dan didukung 
oleh berbagai kebijakan pembaruan peradilan, penerapannya dalam praktik masih 
menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain ketidaksinkronan antara 
KUHP baru dan KUHAP, kompleksitas prosedur peradilan, potensi multitafsir norma, serta 
tantangan implementasi di tingkat aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan 
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upaya optimalisasi melalui penyelarasan regulasi, penguatan pengawasan yudisial, 
pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum 
agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara efektif dalam 
praktik peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi 
aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. 
Kata Kunci: Asas Peradilan; Peradilan Pidana; Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan; 
KUHP Baru; KUHAP  
 
PENDAHULUAN   

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk 
menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil dan dapat diakses oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah asas peradilan yang sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. Asas ini tidak hanya dimaksudkan sebagai norma formal, 
tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum 
tidak berlarut-larut, tidak memberatkan pencari keadilan, serta mampu 
memberikan kepastian hukum dalam waktu yang wajar. Dalam konteks peradilan 
pidana, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki 
peran yang sangat strategis. Proses peradilan pidana melibatkan kepentingan hak 
asasi manusia, khususnya hak tersangka atau terdakwa, korban, serta kepentingan 
masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam sistem peradilan 
pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan 
dituntut untuk berjalan secara efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, masih 
sering dijumpai proses penanganan perkara pidana yang memakan waktu lama, 
berbelit-belit secara administratif, serta menimbulkan biaya yang tidak sedikit bagi 
para pihak yang berperkara. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan 
normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari asas itu 
sendiri. Penundaan persidangan yang berulang, lamanya proses penyelesaian 
perkara, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan peradilan menjadi 
persoalan yang kerap terjadi dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik 
terhadap sistem peradilan pidana. Permasalahan ini menjadi semakin relevan 
ketika dikaitkan dengan tuntutan reformasi peradilan dan perlindungan hak asasi 
manusia. Peradilan yang lambat dan mahal tidak hanya merugikan para pihak, 
tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi roh dari 
penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk 
menelaah sejauh mana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah 
diterapkan dalam praktik peradilan pidana, serta faktor-faktor apa saja yang 
memengaruhi efektivitas penerapannya. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 
Penelitian Purwo Widodo dkk. menitikberatkan pada penerapan asas tersebut 
dalam konteks modernisasi persidangan pidana berbasis teknologi informasi, 
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khususnya melalui penerapan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam 
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses persidangan pidana 
dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, 
cepat, dan berbiaya ringan, terutama dalam merespons tantangan globalisasi dan 
kondisi darurat seperti pandemi. Penelitian lain juga mengkaji asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan fokus pada aspek normatif, yaitu dengan 
menelaah pengaturan asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan, 
khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang wajib diterapkan 
oleh setiap lembaga peradilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak 
pencari keadilan. Namun demikian, kajian tersebut masih menempatkan asas ini 
pada tataran normatif dan belum menguraikan secara mendalam bagaimana 
penerapannya dalam praktik peradilan pidana sehari-hari. 

Selanjutnya, penelitian terdahulu lainnya mengkaji pelaksanaan asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menyoroti hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam praktik, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, 
kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan, serta budaya birokrasi yang 
masih berbelit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun asas tersebut telah 
diakui secara normatif, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih 
belum optimal dan kerap menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan hukum dan 
realitas di lapangan. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat 
diketahui bahwa kajian mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
umumnya masih terfokus pada aspek normatif, modernisasi peradilan secara 
umum, atau penerapan teknologi informasi dalam persidangan. Adapun kebaruan 
(novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji penerapan asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara komprehensif dalam praktik 
peradilan pidana, dengan menempatkan asas tersebut tidak hanya sebagai prinsip 
normatif, tetapi juga sebagai standar evaluatif terhadap efektivitas proses peradilan 
pidana di lapangan. 

Penelitian ini secara khusus menelaah kesenjangan antara pengaturan 
normatif dan praktik penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
dalam proses peradilan pidana, serta menganalisis faktor-faktor yang 
memengaruhi tercapai atau tidaknya asas tersebut dalam praktik. Dengan 
demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam 
pengembangan hukum acara pidana, sekaligus kontribusi praktis bagi aparat 
penegak hukum dan lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan pidana yang 
lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.  

 
METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan 
untuk mengkaji penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam 
praktik peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 
peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah 
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ketentuan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan asas peradilan dan hukum 
acara pidana. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa 
peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder, berupa 
buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum 
dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif 
deskriptif untuk menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Konsep dan Landasan Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan  

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip 
fundamental yang melekat dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di 
Indonesia. Asas ini lahir dari kebutuhan untuk menjamin agar proses peradilan 
tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemudahan akses 
dan efektivitas bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam konteks peradilan pidana, 
asas tersebut memiliki arti yang sangat penting karena menyangkut perlindungan 
hak asasi manusia, baik bagi terdakwa, korban, maupun kepentingan masyarakat 
secara luas. 

Secara konseptual, asas sederhana dimaknai sebagai proses peradilan yang 
dilaksanakan melalui prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-
belit. Kesederhanaan prosedur bertujuan untuk menghindari formalitas yang 
berlebihan tanpa mengurangi ketelitian hakim dalam mencari kebenaran materiil. 
Dengan prosedur yang sederhana, para pihak dapat memahami jalannya 
persidangan serta mengetahui hak dan kewajibannya secara lebih transparan, 
sehingga proses peradilan tidak menjadi sarana yang menakutkan atau sulit 
diakses. 

Asas cepat berkaitan erat dengan jangka waktu penyelesaian perkara. 
Peradilan yang cepat tidak dimaksudkan sebagai proses yang tergesa-gesa, 
melainkan sebagai proses yang diselenggarakan secara efisien dan proporsional 
sesuai dengan tingkat kompleksitas perkara. Dalam peradilan pidana, lamanya 
proses persidangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
berdampak pada kondisi psikologis serta sosial pihak-pihak yang terlibat. Oleh 
karena itu, asas cepat menuntut adanya pengelolaan perkara yang baik serta 
komitmen aparat penegak hukum untuk menghindari penundaan yang tidak 
memiliki alasan hukum yang jelas. 

Sementara itu, asas biaya ringan mengandung makna bahwa biaya yang 
timbul dalam proses peradilan harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya 
perkara yang terlalu tinggi berpotensi menjadi penghalang bagi pencari keadilan, 
khususnya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Asas ini tidak 
hanya mencakup biaya resmi perkara, tetapi juga mencerminkan efisiensi 
keseluruhan proses peradilan, karena semakin lama suatu perkara diselesaikan, 
semakin besar pula beban biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. 

Dari sisi yuridis, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki 
landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 
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diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut 
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang secara tegas menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini menempatkan asas tersebut 
sebagai pedoman wajib bagi seluruh lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi 
yudisialnya. 

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengandung 
prinsip-prinsip yang sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan, terutama dalam pengaturan tata cara pemeriksaan perkara pidana. 
Pengaturan tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk 
menciptakan mekanisme peradilan pidana yang efisien, tanpa mengesampingkan 
hak-hak tersangka atau terdakwa serta prinsip due process of law. 

Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak 
hanya berfungsi sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai standar evaluatif 
dalam menilai efektivitas penyelenggaraan peradilan pidana. Keberadaan asas ini 
menjadi tolok ukur bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan 
pidana yang berkeadilan, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan 
masyarakat.  

 
Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Praktik 
Peradilan Pidana 

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau yang dikenal dengan 
istilah contante justitie tetap memiliki relevansi yang kuat dalam sistem peradilan 
pidana Indonesia, termasuk setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) baru. Asas ini menghendaki agar setiap proses hukum 
diselenggarakan secara efisien, tidak berbelit-belit, diselesaikan dalam waktu yang 
wajar, serta tidak menimbulkan beban biaya yang berlebihan bagi para pencari 
keadilan. Dalam konteks peradilan pidana, asas tersebut berfungsi sebagai 
instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus sarana untuk mewujudkan 
kepastian hukum. 

Dalam hukum acara pidana, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan tercermin secara implisit dalam berbagai ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejumlah pasal dalam KUHAP 
menekankan pentingnya proses pemeriksaan yang dilakukan “segera”, khususnya 
dalam kaitannya dengan masa penahanan tersangka atau terdakwa. Pembatasan 
jangka waktu penahanan dan kewajiban untuk mengakhiri penahanan apabila 
waktu yang ditentukan telah habis merupakan bentuk konkret perlindungan hak 
asasi manusia, sekaligus upaya untuk mencegah proses peradilan yang berlarut-
larut tanpa kepastian hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa asas cepat 
tidak dimaknai sebagai proses yang tergesa-gesa, melainkan sebagai proses yang 
proporsional dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktik, tidak jarang 
ditemukan perkara pidana yang penahanannya terus diperpanjang oleh penyidik, 
penuntut umum, maupun hakim karena alasan kelengkapan berkas atau belum 
siapnya proses persidangan. Kondisi ini menyebabkan tersangka atau terdakwa 
harus menjalani masa penahanan yang mendekati batas maksimum, meskipun 
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perkara tersebut tergolong sederhana dan tidak memerlukan pembuktian yang 
kompleks. Fenomena ini menunjukkan bahwa asas cepat belum sepenuhnya 
terwujud secara konsisten dalam praktik peradilan pidana 

Selain itu, penerapan asas sederhana dan cepat dalam KUHAP juga 
tercermin melalui pengaturan hak tersangka atau terdakwa untuk segera diperiksa 
dan diajukan ke pengadilan. Penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti 
kerugian perdata dalam satu proses pemeriksaan juga merupakan bentuk 
penyederhanaan prosedur peradilan. Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari 
proses hukum yang berulang dan memakan waktu lama, sehingga memberikan 
kemudahan akses keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktik 
persidangan, sering terjadi penundaan sidang dengan alasan administratif, seperti 
belum hadirnya saksi, belum lengkapnya surat dakwaan, atau belum siapnya 
berkas perkara dari penuntut umum. Penundaan yang berulang tersebut 
berdampak langsung pada lamanya proses persidangan dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi terdakwa, sekaligus memperpanjang masa penahanan 
yang seharusnya dapat diminimalisasi apabila koordinasi antar-aparat penegak 
hukum berjalan lebih efektif. 

Meskipun KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih 
menitikberatkan pada pengaturan asas-asas umum hukum pidana, seperti asas 
legalitas, teritorialitas, dan perlindungan, semangat peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan tetap menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan hukum acara 
pidana. Dengan demikian, penerapan asas tersebut tetap bergantung pada KUHAP 
sebagai hukum acara yang mengatur mekanisme berjalannya peradilan pidana, 
namun harus diselaraskan dengan perkembangan sistem hukum nasional. 

Dalam praktik peradilan modern, penerapan asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 
Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem peradilan berbasis digital, seperti 
e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang memungkinkan 
pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, serta pembayaran biaya perkara 
dilakukan secara daring. Digitalisasi peradilan ini bertujuan untuk mempercepat 
proses administrasi perkara, meningkatkan transparansi, serta menekan biaya yang 
harus dikeluarkan oleh para pihak. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan 
pidana, pemanfaatan sistem digital tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama 
pada tahap penyidikan dan penuntutan yang masih didominasi oleh administrasi 
manual. Kompleksitas administrasi perkara, mulai dari pengumpulan berkas, 
pelimpahan tahap I dan tahap II, hingga penjadwalan sidang, sering kali 
menimbulkan keterlambatan yang bertentangan dengan semangat peradilan cepat 
dan sederhana. 

Meskipun lebih dikenal dalam konteks perdata, penerapan gugatan 
sederhana (small claim court) menunjukkan adanya semangat penyederhanaan 
prosedur peradilan yang sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan. Konsep ini menekankan penyelesaian perkara dengan prosedur yang 
mudah, waktu yang singkat, serta biaya yang terjangkau. Semangat tersebut secara 
tidak langsung mencerminkan arah pembaruan sistem peradilan yang juga relevan 
untuk pengembangan peradilan pidana yang lebih efisien. 
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Aspek biaya ringan dalam peradilan pidana secara normatif diatur melalui 
ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara. Pada prinsipnya, terdakwa yang 
dipidana dibebani biaya perkara, namun dalam perkara tertentu, seperti pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara ditanggung oleh negara. 
Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara 
efisiensi peradilan dan rasa keadilan, khususnya bagi terdakwa yang menghadapi 
ancaman pidana berat. Selain itu, Mahkamah Agung juga menetapkan pedoman 
biaya perkara minimal guna mencegah timbulnya beban biaya yang tidak 
proporsional bagi pencari keadilan. Dalam praktik, biaya perkara tidak hanya 
terbatas pada biaya yang tercantum dalam putusan, melainkan juga mencakup 
biaya transportasi, pendampingan hukum, serta biaya administratif lain yang harus 
ditanggung oleh terdakwa dan keluarganya selama proses persidangan yang 
panjang. 

Meskipun demikian, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. 
Prosedur birokrasi yang kompleks, formalitas yang berlebihan, serta keterbatasan 
pengawasan berpotensi menghambat efektivitas penerapan asas tersebut. Oleh 
karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat agar upaya penyederhanaan dan 
percepatan proses peradilan tidak justru mengorbankan hak-hak dasar tersangka 
atau terdakwa.  

 
Hambatan dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan   

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik 
peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai hambatan, khususnya dalam konteks 
pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP baru dan rencana pembaruan 
KUHAP. Hambatan tersebut muncul baik pada tataran normatif maupun 
implementatif, yang apabila tidak segera diatasi berpotensi menghambat 
terwujudnya peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. 

Salah satu hambatan mendasar adalah ketidakselarasan norma antara KUHP 
baru dan KUHAP yang masih berlaku. KUHP baru membawa paradigma yang 
lebih progresif dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan 
alternatif pemidanaan non-penjara. Namun, KUHAP sebagai hukum acara pidana 
masih mencerminkan pendekatan yang bersifat represif dan berorientasi pada 
kepentingan negara. Ketidaksinkronan ini menimbulkan disonansi normatif yang 
berpotensi menghambat penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan, karena mekanisme acara yang digunakan belum sepenuhnya mendukung 
semangat pembaruan hukum pidana substantif. 

Hambatan lain berasal dari adanya ketentuan yang menimbulkan 
perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum dalam KUHP baru. 
Beberapa ketentuan dinilai berpotensi membatasi hak-hak warga negara, 
khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Selain itu, 
pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga memunculkan 
perdebatan terkait kepastian hukum dan asas legalitas. Ketidakjelasan rumusan 
norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat aparat 
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penegak hukum, sehingga berdampak pada ketidakpastian proses peradilan 
pidana. 

Dari sisi implementasi, ketiadaan atau keterbatasan aturan pelaksana atas 
ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP juga menjadi kendala serius. Tanpa 
pedoman teknis yang jelas, aparat penegak hukum berpotensi mengalami kesulitan 
dalam menerapkan sanksi pidana non-penjara, pertanggungjawaban pidana 
korporasi, serta mekanisme pemidanaan lainnya. Kondisi ini berisiko menimbulkan 
praktik yang tidak seragam dan memperlambat proses peradilan, sehingga 
bertentangan dengan asas cepat dan sederhana. 

Dalam konteks pembaruan KUHAP, hambatan yang muncul tidak kalah 
kompleks. Potensi penguatan kewenangan aparat penegak hukum tertentu, 
khususnya kepolisian, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konsentrasi 
kekuasaan yang berlebihan. Pembatasan peran penyidik lain serta minimnya 
mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan upaya paksa dapat membuka ruang 
terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut tidak hanya 
bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga 
berpotensi memperpanjang proses peradilan dan meningkatkan beban biaya bagi 
para pihak. 

Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan yudisial, termasuk efektivitas 
praperadilan, masih menjadi persoalan dalam praktik peradilan pidana. 
Praperadilan yang seharusnya menjadi instrumen kontrol terhadap tindakan aparat 
penegak hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau aspek-aspek substansial, 
seperti dugaan intimidasi atau penyiksaan dalam proses pemeriksaan. 
Keterbatasan ini menyebabkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
sulit diwujudkan secara utuh, karena proses koreksi terhadap pelanggaran 
prosedural sering kali memerlukan waktu dan biaya tambahan. 

Hambatan lainnya berkaitan dengan tantangan implementasi dan 
perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Pembaruan hukum pidana menuntut 
adanya transformasi mindset dari pendekatan yang bersifat formalistik menuju 
pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Tanpa kesiapan 
sumber daya manusia dan pelatihan yang memadai, norma-norma baru berpotensi 
disalahpahami atau diterapkan secara tidak konsisten, sehingga justru 
menimbulkan kekacauan hukum dan konflik norma. 

Dengan demikian, hambatan dalam penerapan asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan menunjukkan perlunya langkah pembenahan yang 
komprehensif. Penyelarasan KUHP dan KUHAP, penguatan mekanisme 
pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi prasyarat 
utama agar asas tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diwujudkan 
secara efektif dalam praktik peradilan pidana.  

 
Upaya Optimalisasi Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya 
Ringan  

Optimalisasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
dalam praktik peradilan pidana memerlukan langkah-langkah strategis yang 
bersifat sistemik dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada 
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pembaruan norma hukum, tetapi juga mencakup pembenahan struktur 
kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya 
hukum yang mendukung terwujudnya peradilan yang efektif dan berkeadilan. 

Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah penyelarasan dan 
harmonisasi antara KUHP baru dan KUHAP. Pembaruan hukum pidana substantif 
yang telah dilakukan melalui KUHP baru perlu diikuti dengan pembaruan hukum 
acara pidana yang sejalan dengan paradigma perlindungan hak asasi manusia dan 
keadilan restoratif. KUHAP yang diselaraskan diharapkan mampu 
mengakomodasi semangat peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus 
memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. 

Selain itu, penguatan peran pengawasan yudisial menjadi aspek penting 
dalam optimalisasi penerapan asas peradilan. Mekanisme kontrol terhadap 
tindakan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan, perlu diperjelas dan 
diperkuat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Penguatan 
lembaga praperadilan serta perluasan kewenangannya dalam menguji aspek 
prosedural dan substansial dapat menjadi instrumen untuk menjamin 
perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa tanpa menghambat efisiensi proses 
peradilan. 

Optimalisasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dapat 
dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Digitalisasi 
peradilan, seperti penerapan sistem e-Court dan pengelolaan perkara berbasis 
elektronik, perlu diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dan peningkatan 
kapasitas aparatur peradilan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya bertujuan untuk 
mempercepat proses administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi 
dan menekan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. 

Di samping aspek normatif dan teknologis, peningkatan kualitas dan 
profesionalisme aparat penegak hukum merupakan faktor penentu keberhasilan 
penerapan asas peradilan. Aparat peradilan perlu dibekali dengan pelatihan 
berkelanjutan yang menekankan pemahaman terhadap paradigma hukum pidana 
modern, perlindungan hak asasi manusia, serta etika profesi. Perubahan pola pikir 
dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif menjadi 
prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berkeadilan. 

Upaya lainnya adalah penyederhanaan prosedur administrasi dan 
manajemen perkara. Penataan administrasi peradilan yang efisien dan transparan 
dapat meminimalkan potensi penundaan persidangan serta mengurangi biaya 
tidak langsung yang timbul selama proses peradilan. Manajemen perkara yang baik 
juga memungkinkan hakim dan aparatur peradilan untuk mengalokasikan waktu 
dan sumber daya secara lebih proporsional. 

Dengan demikian, optimalisasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan memerlukan sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan 
kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. Apabila upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten, asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya akan menjadi prinsip 
normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik peradilan pidana yang 
memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.  
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SIMPULAN  
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip 

fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin 
efektivitas proses peradilan sekaligus melindungi hak-hak para pencari keadilan. 
Secara normatif, asas ini telah memiliki landasan hukum yang kuat dan tetap 
relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, termasuk setelah 
berlakunya KUHP baru. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas tersebut belum 
sepenuhnya berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan, 
baik yang bersumber dari ketidaksinkronan norma, kompleksitas prosedur, 
keterbatasan sumber daya, maupun tantangan implementasi di tingkat aparat 
penegak hukum. 

Ketidaksesuaian antara pembaruan hukum pidana substantif dan hukum 
acara pidana, serta adanya pasal-pasal yang multitafsir dan belum didukung oleh 
aturan pelaksana yang memadai, berpotensi menghambat terwujudnya peradilan 
yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, optimalisasi 
penerapan asas tersebut memerlukan langkah-langkah strategis yang meliputi 
penyelarasan regulasi, penguatan pengawasan yudisial, pemanfaatan teknologi 
informasi, serta peningkatan profesionalisme dan perubahan pola pikir aparat 
penegak hukum. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan diharapkan tidak hanya menjadi prinsip 
normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana yang 
memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, 
pembaruan hukum acara pidana menjadi faktor penting dalam memastikan asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diterapkan secara konsisten 
dalam praktik peradilan pidana. 
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